PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTAMNCG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

1~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola DPRD

Kabupaten Bandung lelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Momor 8
Tahun 2004;

buhwy schubungan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabun
2005 tentang Perubahan atas Persturun Pemerintah NMomor 24 Tahun 2004
lentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotn Dewan
Perwakilan Rakyat Daoerab, perlu penyesunian lerhudap Peraturan Daerah
dimaksudl;

buhwa  berdosarkan  pertimbangan  tersebut  di atas, perly menclapkun
PPerubahan Atas Pernturan Doerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004
teotang  Kedudukan Protwokoler dan Keunngan Dewan Perwakilan Rakyal
Daerab Kabupaten Bondung dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 (entang  Pemerintahan Doerah
Kubuputen Dalum Lingkungan Jowa Barat (Berita Negarn Tahun 1950 );

Undang-Undang  Nomer 17 Tahun 2003 temang  Keoangan  Negur
( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tumbabhan Lembaran Negara
Momuor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negar
(Lembaran Mepara ‘Tahun 2004 Nomor 5, Tambghan Lembaran Negarn
Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahon 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (l.embaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan
|.embaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tabon 2004 entang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Megara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
126, Tumbahan Lembaran Negara 4438);

Peraluran Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keunangan Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rakvat Daerab
{(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
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9, Pemluran Pemenntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 {entang Kedudukan Protokoler
dan Keusngan Pimpinan dan Anppota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
{(Lembaran MNepara Tahun 2005 Noemor 94, Tambaban Lembuaran Negara
Momor 45407;

1L Perluran Daersh Kubupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan  Partisipasi dalam  Penyelengparaan "emerintaban

Kabupaten Bandung (Lembiran Dacrah  Kuabupaten Bandung Tahun 2004
MNomor 29 Scn D);

Denpan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan

BLUPATI BANDLUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAI KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
204 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAN KABUPATEN BANDUNC,

Pasal 1

Bebernpa ketentuan dalom Persturan Dacrah Nomor 8 Tahon 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Kevangon Dewun Perwakilan Rakyat Daerab Kabupoten Bandung (Lembaron Daernh Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 36 Seri 1) diubah sebagai berikue -

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 21 diubah, sehingen Pasal | ungka 21 berbunyi sebapni berikut
Pusal |

Dalam Peraturan Daerab ini, yang dimaksud dengan :

21.Tunjangan kesejahternan adalah (unjangan yang discdiokan kepada pimpinan dan anpgota
DPRIDY berupy pemberian jaminan pemelibaraan kesehatan, penyediaan ramab jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, rumeh dinss dan perlengkapannyva, kendaraan dinas jabatan
Pimpinagn DPRIL), pemberian pakaian dinas, uwanpg doka wafattewas dan baniuan biava
pengurusan jenazah,

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi scbapai  berikut
Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DDPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atan Panitia
Angearan alsu Badan Kchormatan atan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan
tunjangan alat kelengkapan sehagai berikut :

4. Ketua sebesar 7.5 % (fujuh setengah perserams) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5% ( lima perseratus ) dari tunjanpan jabatan Ketua DPRD;



